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BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 77 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI MEMPAWAH,

bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
mewajibkan setiap Pemerintah Daerah membentuk
Unit Layanan Pengadaan (ULP);

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pasal 3 angka 5, maka
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) perlu
dilakukan penyesuaian ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Mempawah Nomor 77 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan
(ULP);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19359 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);


Free Hand


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang

10.

11

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi
Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5556);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
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12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012
tentang Unit Layanan Pengadaan;

13.Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Layanan Pengadaan Sistem Elektronik;

14.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten
Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah  Nomor 5),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah
Nomor 6);

15.Peraturan Bupati Mempawah Nomor 43 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran
Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah
Nomor 43);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
KABUPATEN MEMPAWAH

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) angka 3 Peraturan Bupati Mempawah
Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP), diubah
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan terdiri dari :
a. Kepala ;
b. Sekretariat;
c. Kelompok Kerja.

(2) Kelompok Kerja sebagaiman tercantum pada ayat (1) huruf c terdiri
dari :
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1) Kelompok Kerja I menyelenggarakan pengadaan barang/jasa di
unit kerja pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah raga dan
Pariwisata, Inspektorat Daerah, Dinas Perhubungan dan
Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah,
RSUD dr. Rubini, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Komunikasi
dan Informatika dan Dinas Pertanian, Ketahanan pangan dan
Perikanan;

2) Kelompok Kerja II menyelenggarakan pengadaan barang/jasa di
unit kerja pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa, Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Kecamatan dan Kelurahan;

3) Kelompok Kerja 1l menyelenggarakan pengadaan barang/jasa di
unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya d Berita Daerah

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkg pengundangan
Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah

Diundar{gkay ¢i Mempawah pada tanggal |$’9 - 2017
pada talogalN\ I y=2)
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